
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR ie TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 6 

TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

Menimbang : a. bahwa da lam rangka mengopt imalkan pengelolaan Hibah 

dan Ban tuan Sosial, per lu d i l akukan langkah- langkah yang 

efektif dan efisien; 

b. bahwa guna efektif dan efisien pengajuan, penyaluran dan 

pertanggungjawaban h ibah , ban tuan sosial sehingga tercipta 

harmonisasi , stabil isasi, efektifitas, akuntab i l i tas dan 

transparansi atas pengelolaan h ibah dan ban tuan sosial yang 

bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Tata Cara Pengelolaan Pemberian Hibah dan Ban tuan Sosial 

per lu d i l akukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 

Wal ikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan 

Wal ikota Gorontalo Nomor 6 tentang Tata Cara Pemberian 

H ibah dan B a n t u a n Sosial Yang Bersumbei- dar i Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1822); 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 24 T a h u n 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5430); 

9. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 2010 tentang 

Standar Akun tans i Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhi r 

dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2 0 1 1 ; 

13. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Ban tuan Sosial yang 

Bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 

Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 14 T a h u n 2016 

(Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 6 

TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan da lam Peraturan Wal ikota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Ban tuan Sosial Yang Bersumber Dar i 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo (Berita Daerah 

Kota Gorontalo T a h u n 2016 Nomor 6), d iubah sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) d iubah , sehingga Pasal 4 

berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 4 

(1) Pemerintah daerah dapat member ikan h ibah sesuai kemampuan 

keuangan daerah. 
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(2) Pemberian h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 

setelah mempr ior i taskan pemenuhan belanja u r u s a n wajib dan belanja 

u r u s a n p i l ihan . 

(3) Pemberian h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i t u j u k a n u n t u k 

menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemer intah 

daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah da lam m e n d u k u n g 

terselenggaranya fungsi pemer intahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan dengan memperhat ikan asas keadi lan, kepatutan, 

rasionalitas dan manfaat u n t u k masyarakat. 

(4) Pemberian h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memenuh i 

kr i t e r ia pal ing sedikit: 

a. pe run tukannya secara spesifik telah d i te tapkan; 

b. t idak wajib, t idak mengikat dan t idak terus menerus setiap 

t a h u n anggaran, kecual i d i t en tukan la in oleh pera turan 

perundang-undangan; 

c. member ikan n i la i manfaat bagi pemer intah daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemer intahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan 

d. memenuh i persyaratan penerima h ibah . 

2. Ketentuan Pasal 5 d iubah , sehingga Pasal 5 berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 5 

H ibah dapat d iber ikan kepada: 

a. pemer intah; 

b. peme;rintah daerah la innya; 

c. Badan Usaha M i l i k Daerah; 

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan h u k u m 

Indonesia. 

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) d iubah , sehingga Pasal 6 

berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 6 

(1) H ibah kepada Pemerintah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 

h u r u f a d iber ikan kepada satuan kerja dar i kementer ian dan/atau 

instans i vert ikal/lembaga pemer intah non kementer ian yang wi layah 

kerjanya berada dalam wi layah Kota Gorontalo. 

(2) H ibah kepada pemerintah daerah la innya sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 5 h u r u f b d iber ikan kepada daerah otonom ba ru 
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hasi l pemekaran daerah sebagaimana d iamanatkan pera turan 

pemndang-undangan. 

(3) H ibah kepada Badan Usaha Mi l i k Daerah sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 5 h u r u f c d iber ikan dalam rangka u n t u k meneruskan h ibah yang 

d i ter ima pemer intah daerah dar i pemer intah pusat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) H ibah kepada badan dan lembaga sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 5 h u r u f d d iber ikan kepada Badan/Lembaga : 

a. yang bersifat n ir laba, sukarela dan sosial yang d ibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

b. yang bersifat n i r laba, sukarela dan sosial yang telah memi l i k i Surat 

Keterangan Terdaftar yang d i t e rb i tkan oleh Menter i Dalam Negeri, 

Gubernur a tau Bupat i/Wal ikota ; a tau 

c. yang bersifat nir laba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa 

kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat h u k u m adat 

sepanjang mas ih h i dup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, dan keberadaanya d i aku i oleh pemerintah pusat 

dan/atau pemer intah daerah melaui pengesahan a tau penetapan 

dar i p imp inan instansi vert ikal a tau kepada satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) terkai t sesuai dengan kewenangannya. 

(5) H ibah kepada organisasi kemasyarakaan yang berbadan h u k u m 

Indonesia sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 h u r u f d d iber ikan 

kepada organisasi kemasyarakatn yang berbadan h u k u m yayasan a tau 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan h u k u m pe rkumpu lan yang 

telah mendapatkan pengesahan badam h u k u m dar i kementer ian yang 

membidangi u r u s a n h u k u m dan hak asasi manus ia sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

4. Ketentuan Pasal 7 d iubah , sehingga Pasal 7 berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 7 

(1) H ibah kepada badan dan lembaga sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 6 ayat (4) d iber ikan dengan persyaratan pal ing sedikit: 

a. memi l i k i kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan; 

b. memi l i k i surat keterangan domisi l i dar i lurah/kepala desa setempat 

a tau sebutan la innya; dan 

c. berkedudukan dalam wi layah adminis tras i Pemerintah Kota 

Gorontalo. 



(2) H ibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 6 ayat (5) d iber ikan dengan persyaratan pal ing sedikit: 

a. telah terdaftar pada kementer ian yang membidangi u r u s a n h u k u m 

dan hak asasi manus ia pal ing sirigkat 3 t a h u n , keeuali d i t en tukan 

la in oleh pera turan perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wi layah adminis t ras i Pemerintah 

Kota Gorontalo; dan 

c. memi l ik i sekretariat tetap didaerah Pemerintah Kota Gorontalo. 

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) d iubah , sehingga Pasal 8 berbuny i sebagai 

ber ikut : 

Pasal 8 

(1) Pemerintah, pemer intah daerah la innya, Badan Usaha Mi l i k Daerah, 

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagimana 

d imaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usu lan h ibah secara 

ter tu l is kepada Wal ikota Gorontalo. 

(2) Wal ikota Gorontalo m e n u n j u k Satuan Kerja Perangkat Daerah terkai t 

u n t u k me lakukan evaluasi usu lan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1). 

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkai t sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2) membentuk T im Verif ikasi guna me lakukan pemeriksaan 

kelengkapan dan keabsahan b u k t i dar i pengajuan proposal. 

(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkai t sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) menyampaikan hasi l evaluasi berupa rekomendasi kepada 

Wal ikota Gorontalo mela lu i T im Anggaran Pemerintah Daerah. 

(5) SKPD terka i t yang menyampaikan hasi l evaluasi berupa rekomendasi 

sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i laksanakan oleh SKPD 

berdasarkan fungsi dan u r u s a n jDcmerintahan sesuai pera turan 

Perundang-undangan. 

(6) Format rekomendasi SKPD u n i t terkai t sebagaimana d imaksud pada 

ayat (5) t e rcantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang 

t idak terp isahkan dar i Peraturan Wal ikota i n i . 

(7) T im Anggaran Pemerintah Daerah member ikan pert imbangan atas 

rekomendasi sebagaimana d imaksud pada ayat (4) sesuai dengan 

pr ior i tas dan kemampuan keuangan daerah. 

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) d iubah, sehingga Pasal 11 berbuny i sebagai 

ber ikut : 
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Pasal 11 

(1) H ibah berupa uang sebagaimana d imaksud da lam Pasal 10 ayat (1) 

d ianggarkan dalam kelompok belanja t idak langsung, jenis belanja 

h ibah , obyek belanja h ibah dan r inc ian obyek belanja h ibah pada 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

(2) Obyek belanja h ibah dan r inc ian belanja h ibah sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) me l iput i : 

a. pemer intah; 

b. pemer intah daerah la innya; 

c. Badan Usaha M i l i k Daerah; 

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

h u k u m Indonesia. 

(3) H ibah berupa barang a tau jasa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 10 

ayat 2 dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 

d i formulas ikan kedalam program dan kegiatan, yang d iu ra ikan kedalam 

jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja h ibah barang dan jasa dan 

r inc ian obyek belanja h ibah barang a tau jasa yang diserahkan kepada 

p ihak ket iga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) d iubah , sehingga Pasal 14 berbuny i sebagai 

ber ikut : 

Pasal 14 

(1) Wal ikota Gorontalo menetapkan daftar penerima h ibah beserta besaran 

uang a tau jen is barang a tau jasa yang akan d ih ibahkan dengan 

Keputusan Keputusan Wal ikota Gorontalo berdasarkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Peraturan Wal ikota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Berdasarkan daftar penerima h ibah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) penerima h ibah mengajukan permohonan pencairan dana 

h ibah kepada Wal ikota setelah penandatanganan NPHD, Surat 

Keputusan Wal ikota tentang pemberian h ibah dan telaah persetujuan 

pembayaran. 

(3) Format NPHD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t e rcantum da lam 

Lampiran 11 yang merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i 

Peraturan Wal ikota i n i . 
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(4) Pencairan h ibah dalam bentuk uang d i l akukan dengan mekanisme 

Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan pera turan 

perundang-undangan. 

(5) Peneairan h ibah dapat d i l akukan secara bertahap. 

(6) Pemberian h ibah d i luar ketentuan sebagaimana yang d ia tur da lam 

Peraturan Wal ikota i n i meng ikut i pera turan perundang-undangan. 

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) d iubah , sehingga Pasal 22 berbuny i sebagai 

ber ikut : 

Pasal 22 

(1) Pemerintah Daerah dapat member ikan ban tuan sosial kepada 

anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian ban tuan sosial sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan setelah mempr ior i taskan pemenuhan belanja u r u s a n wajib 

dan u r u s a n p i l ihan dengan memperhat ikan asas keadi lan, kepatutan , 

rasional i tas dan manfaat u n t u k masyarakat. 

Pasal 11 

P<jraturan Wtdikota i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memer in tahkan pengundangan 

P(naturan Wal ikota i n i dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah 

Kota Gorontalo. 

Di te tapkan d i Gorontalo 


